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ABSTRAK

Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis tingkat efektifitas dan efisiensi kinerja pelabuhan la
perikanan Kendari, yang ditinjau dari aspek kelembagaan dan kewenangan masing-masing insta
efisiensi dalam lembaga penting adanya agar tujuan dari didirikannya lembaga tersebut dapat terp
indikasi adanya tidak efektif dan efisiensi dari kedua lembaga tersebut bahwa sama-sama menge

bahwa peningkatan kinerja pengelolaan pelabuhan laut dan pelabuhan perikanan di Kendz
demikian di salah satu sisi terjadi peningkatan tuntutan akan pertambalan sarana
meningkatnya permintaan pelayanan baik kualitas maupun kuantitas oleh
perikanan. Penataan kelembagaan pelabuhan laut dan pelabuhan perikanan di |
inventarisasi dan harmonisasi pasal demi pasal dari peraturan perundang-undan enyangkut pelaksanaan
17 tahun 2008 tentang
g Nomor 31 Tahun 2004

Pelayaran, dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-
tentang Perikanan.

Kata Kunci: pelabuhan, perikanan, analisis SWOT, normatif

cy are essential for the achievement of aim of the
d inefficiency of the two institutions that are issued the ap-
sis and legal normative. The results of analysis showing
however; on one side there was an increase in the number

institution and authority of each insti
organization s purpose.One indicati
proval of clearance. A method of an
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PENDAHULUAN

Pelabuhan mempunyai beberapa manfaat
penting,seperti sebagai tempat berlabuhnya kapal-
kapal dalam maupun luar negeri; sebagai tempat naik
dan turunnya penumpang,serta tempat bongkar-muat
barang-barang dan hewan-hewan serta hasil
laut.Pelabuhan bahkan memegang peranan penting
dalam mendorong tumbuhnya kota-kota pelabuhan
seperti di Singapura,Hongkong,Tokyo,dan lain-
lain.Kota pelabuhan merupakan pusat pertumbuhan
dengan penggerak utamanya jasa-jasa yang berkaitan
dengan perhubungan.Karena kegunaannya yang
begitu penting,pelabuhan memerlukan manajemen
khusus dan terintegrasi dengan pengembangan kota
di mana pelabuhan tersebut terletak. Berkaitan
dengan hal tersebut, pentingnya fungsi dan
manfaat pelabuhan bagi perekonomian suatu
negara seharusnya berbanding lurus dengan
kinerja dan produktivitas yang dimiliki pelabuhan
tersebut. Kinerja pelabuhan yang baik tentunya
didukung oleh berbagai faktor. Salah satu yang
penting adalah kecepatan dan ketepatan pelayanan
kepelabuhanan, baik itu terkait dengan izin kegiatan
usaha maupun izin atau persetujuan yang terkait
dengan kelaiklautan kapal.

Terkait dengan kajian ini yang membaha
pelabuhan laut dan pelabuhan perikanan, kedfta
pelabuhan merupakan instansi terpisah y
memiliki kewenangan, baik yang terkai
izin kegiatan usaha maupun izin atau
yang terkait dengan kelaikla
dengan alur pikir tersebut d
kelembagaan pelabuhan 1

strategis baik dala
pembangunan daer

diemban 0 kedua lembaga tersebut.

METODE

Berbagai pandangan terhadap pertumbuhan
ekonomi baik secara nasional,dan pandangan
tersebut mencacat bahwa kemajuan ekonomi
ekonomi suatu Negara dianggah oleh faktor-faktor
penunjang seperti: modal sumber daya manusia (hu-
man capital),sumber daya alam (natural
resources),tingkat kepadatan penduduk dan teknologi
yang merupakan faktor kunci yang menjadi penjelas

mengapa suatu negara dapat mengakumulasi
kekayaan dan pertumbuhan ekonomi.Pencarian
penjelasan terhadap faktor yang menyebabkan
diperolehnya pertumbuhan ekonomi tersebut terus
mengalami pembauran. Dalam satu dekade terakhir
ini muncul diskursus yang lebih intensif mengenai
pentingnya factor “‘kelembagaan (institutions) sebagai
variabel yang mendorong pertumbuhan ekonomi suatu
negara.

Kelembagaan berbeda dengan faktor pendidikan,
sumber daya alam (SDA), penduduk dan teknologi,
yang dipandang dapat menjelaska
perbedaan pencapaian kemaji
(pertumbuhan ekonomi) antar
pendidikan (human capital)

para politisi, elite, dan
lainnya yang berupaya
tungan ekonomi tanpa prosedur
1 perilaku mencari rente (rent seek-

kan aktivitas ekonomi/investasi, khususnya
k meningkatkan kapasitas individu (human capi-
maupun berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi
produktif 1,

Kelembagaan dapat beroperasi baik dalam level
makro maupun level mikro. Pada level mikro,
aspek kelembagaan lebih dikenal sebagai suatu
institutional arrangement yang lebih
mengedepankan aspek  imstitutional of
goverence. Institutional arrangement pada
dasarnya adalah arrangement antar unit ekonomi
yang mengatur bagaimana anggota institusi
tersebut bersaing maupun bekerja sama. Dalam
level mikro, kelembagaan lebih ditekankan pada
cara mengelola transaksi, termasuk di dalamnya
menyangkut transaksi pasar, quasi market dan
kontrak. Dalam kelembagaan kelautan dan
perikanan sering diterjemahkan sebagai
institutional arrangement yaitu kelembagaan
yang berperan penting dalam mengatur
mekanisme alokasi sumber daya yang sering
bersifat unique (khas)!?. Kondisi geografis, SDA
yang melimpah, teknologi yang memadai, dan
penduduk yang bermutu sangat mungkin menjadi
sumber pertumbuhan ekonomi; namun semua itu
tidak akan memacu kesejahteraan apabila tidak
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dipandu dengan sistem kelembagaan ekonomi
yang baik. Inilah yang terjadi di banyak negara
berkembang sehingga seluruh potensi ekonominya
menjadi mubazir dan terjerembab dalam
keterbelakangan dan kemiskinan yang tiada
berujung®l.

Kelembagaan memiliki sumbangan yang penting
dalam pembangunan ekonomi mengingat adanya
kegagalan pasar sebagai akibat mahalnya informasi
dan pelaku pasar yang tidak menggunakan semua
informasi yang diperoleh atau tidak mampu
diperoleh®). Ketidaksempurnaan informasi dan
keterbatasan dalam kapasitas mengolah informasi
akan mempengaruhi biaya transaksi yang mendasari
pembentukan kelembagaan. Biaya transaksi muncul
sebagai akibat informasi yang mahal dan asimetris.
Biaya yang muncul tidak hanya untuk menjamin
terjadinya transaksi melainkan pula biaya monitor-
ing dan enforcement costs. Pelaku ekonomi yang
menguasai informasi dapat dengan mudah merenggut
keuntungan karena kelembagaan merupakan modal
sosial yang sebagaimana faktor produksi lain seperti
modal, tenaga kerja, dan teknologi serta human capi-
tal, ikut menentukan tingkat output atau
kesejahteraan dari suatu negara. Masalah-masalah
ketidaksempurnaan muncul hampir di setiap kegiatan
ekonomi selama terdapat potensi kegagalan
mekanisme pasar yang diakibatkan oleh ekternahta
dalam produksi, eksistensi barang pu
ketidaksempurnaan pasar, hidden action da
den type, dan unforeseen contingencie.

Proses perubahan kelembaga
kelembagaan yang lebih baik dari

ang terjadi dalam
baik akan mampu
bahan sistem. Hanya perubahan
sistem yang afarkan pada kesadaran
kelembagaan sem@cam inilah yang akan mampu
menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang
dihadapi oleh kelembagaan.

menghasilka

Kelembagaan dalam pengertian sederhana dapat
diartikan sebagai hal ihwal tentang lembaga, yang
meliputi aspek tata kelembagaan (institutional ar-
rangement) dan aspek mekanisme kelembagaan (in-
stitutional framework). Aspek tata kelembagaan
meliputi: (1) landasan hukum kelembagaan yang
terdiri dari seperangkat peraturan perundang-
undangan yang mengatur tentang tujuan yang hendak

dicapai, strategi untuk mencapai tujuan, dan pedoman
untuk melaksanakan strategi, serta kewenangan,
tugas pokok dan fungsi lembaga dalam rangka
mencapai tujuan; (2) tujuan yang hendak dicapai,
strategi untuk mencapai tujuan, dan pedoman untuk
melaksanakan strategi sebagaimana diketahui melalui
penafsiran dan penalaran terhadap landasan hukum
disertai dengan argumentasi yang rasional; (3)
keberadaan atau eksistensi dari kewenangan, tugas
pokok, dan fungsi lembaga sebagaimana dapat

penafsiran dan penalaran terhadap
dlsertal dengan ar gumenig

mana dapat diketahui melalui penafsiran dan
penalaran terhadap landasan hukum disertai dengan
rgumentasi yang rasional; (2) jejaring kerja
antarlembaga sebagaimana dapat dipahami melalui
penafsiran dan penalaran terhadap landasan hukum
disertai dengan argumentasi yang rasional; dan (3)
hasil kerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
lembaga sebagaimana dapat diketahui melalui
penafsiran dan penalaran terhadap landasan hukum
disertai dengan argumentasi yang rasional.

Patut disadari bahwa kelembagaan tidaklah
statis, namun dinamis sesuai dengan interkasi sosial,
ekonomi, dan politik yang mempertemukan antar
kepentingan. Sifat dinamis kelembagaan juga
disebabkan oleh berubahnya nilai-nilai dan kultur
masyarakat seiring dengan perubahan masa. Dengan
demikian, kelembagaan pasti akan berubah sesuai
dengan tantangan atau kondisi zaman, pada titik ini
perubahan kelembagaan memiliki dua dimensi pokok,
yaitu: (a) perubahan kelembagaan disebabkan
dianggap sebagai pengaruh dari perubahan
kepentingan dan konfigurasi pelaku ekonomi, sosial
dan politik; dan (b) perubahan kelembagaan sengaja
didesain untuk memengaruhi (mengatur) kegiatan
tersebut. Dalam konteks ini perubahan kelembagaan
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sama pentingnya dengan desain kelembagaan itu
sendiri. Sejalan dengan hal tersebut Pakpahan,
terdapat tiga unsur dalam menentukan faktor
kelembagaan, yaitu batas yuridiksi, property right
dan aturan representatif, sehingga struktur
kelembagaan tidak dengan sendirinya dapat diukur
dan diamati secara langsung®. Kelembagaan dari
sudut ekonomi merupakan suatu sistem pengambilan
keputusan yang dianut oleh masyarakat dan
melahirkan aturan permainan yang menyangkut
alokasi sumber daya serta cara pemanfaatanya guna
meningkatkan kesejahteraan!®’. Selain itu, definisi
kelembagaan lainnya adalah lembaga yaitu bentuk
persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja
sama serta secara formal terikat dalam rangka
mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan, dalam
ikatan mana terdapat seseorang/beberapa orang yang
disebut atasan dan seseorang/sekelompok orang
disebut sebagai bawahan!”..

Menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008
tentang Pelayaran Bab I Pasal 1 ayat (14)
menyebutkan kepelabuhanan adalah segala sesuatu
yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan
untuk mendukung kelancaran, keamanan, dan
ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau
barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat
perpindahan intra dan/atau antarmoda se
mendorong perekonomian nasional dan daera
dengan tetap memperhatikan tata ruang

perairan dengan batas-batas te
kegiatan pemerintahan dan k

barang, berupa terming
yang dileng

kewenangan masing-masing instansi. Efektifitas dan
efisiensi dalam lembaga penting adanya agar tujuan
dari didirikannya lembaga tersebut dapat terpenuhi.
Salah satu indikasi adanya tidak efektif dan efisiensi
dari kedua lembaga tersebut bahwa sama-sama
mengeluarkan Surat Persetujuan Berlayar. Dalam
unsur pemeriksaan kapal dan penerbitan Surat
Persetujuan Berlayar (SPB), Syahbandar langsung
bisa menerbitkan SPB setelah persyaratan kapal
untuk berlayar sudah diperiksa baik administratif
maupun fisik kapal memenuhi persyaratan laiklaut

dan telah sahkan untuk berlayar. Kedudukan
syahbandar saat ini berdasarkan Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran®. Sejalan
dengan hal tersebut, Syahbandar memiliki
kewenangan tertinggi melaksanakan koordinasi
kegiatan di bidang kepabeanan, keimigrasian,
kekarantinaan, dan kegiatan institusi pemerintahan
lainnya dalam rangka pengawasan dan penegakan
hukum di bidang keselamatan dan keamanan
pelayarant!?l,

Kebutuhan data terdiri d

ebutuhan data

am kajian ini akan
WOT, serta untuk

SWOT akan dipergunakan
is faktor pendorong dan faktor
pengelolaan pelabuhan laut dan

ting bagi peningkatan dan pengembangan
kelembagaan pelabuhan dibutuhkan inventarisasi
faktor-faktor tersebut sebagai kekuatan (strenghts),
kelemahan (weakness), peluang (opportunity) dan
hambatan (threath), yang selanjutnya digunakan
analisis SWOT untuk penyelesaiannya.

Analisis ini akan memaparkan kondisi internal
dan eksternal yang berpengaruh terhadap
pelaksanaan kelembagaan pelabuhan laut dan
pelabuhan perikanan di Kendari. Analisis SWOT
adalah suatu analisis kualitatif yang digunakan dalam
rangka mengidentifikasi berbagai faktor yang secara
sistematis digunakan untuk memformulasikan strategi
suatu kegiatan. Analisis SWOT adalah singkatan dari
lingkungan internal strengths (kekuatan) dan weak-
ness (kelemahan) serta lingkungan eksternal oppor-
tunities (peluang) dan threats (ancaman)!'!l. Analisis
SWOT disebut juga dengan analisis situasi yang
digolongkan ke dalam faktor internal (kekuatan dan
kelemahan) atau dapat dikatakan memberikan
dampak secara tidak langsung dan faktor eksternal
(peluang dan ancaman) atau dapat digolongkan
sebagai dampak secara langsung. Kedua faktor
tersebut memberikan dampak positif yang berasal
dari peluang dan kekuatan dan dampak negatif yang
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berasal dari ancaman dan kelemahan. Analisis
SWOT menggunakan matriks dengan memberikan
bobot dan skor dari pada parameter yang telah
ditetapkan sehingga diperoleh nilai. Nilai ini akan
memberikan kesimpulan tentang pengaruh kegiatan
terhadap faktor pendorong dan faktor penghambat
pada pelaksanaan kelembagaan pelabuhan laut dan
pelabuhan perikanan. Analisis ini pada dasarnya
bersumber pada logika berpikir tentang
memaksimalkan kekuatan (strengths) dan peluang
(opportunities) pada pelaksanaan kegiatan di
pelabuhan dan secara bersamaan harus dapat
meminimalkan kelemahan (weakness) dan ancaman
(threats).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor
17 Tahun 2008 tentang Pelayaran,fungsi Syahbandar
Pelabuhan Kendari adalah melaksanakan fungsi
keselamatan dan keamanan pelayaran yang
mencakup pelaksanaan,pengawasan dan penegakan
hukum di bidang angkutan di perairan,kepelabuhanan
dan perlindungan lingkungan maritim di
pelabuhan.Selain  melaksanakan  fungsi
tersebut,syahbandar membantu pelaksanaan
pencarian dan penyelamatan (Search and Rescue/
SAR) di pelabuhan sesuai dengan ketentua
peraturan perundang-undangan.Sedangkan
syahbandar antara lain:

1) mengawasi kelaiklautan ka
keamanan dan ketertiban di

2) mengawasi tertib lalu lintas Ka
pelabuhan dan alur-pelayana

3) mengawasi kegiata
pelabuhan;

6) :
7) bongkar muat barang berbahaya

8) mengawasi pengisian bahan bakar;

9) mengawasi Ketertiban embarkasi dan debarkasi
penumpang;

10) mengawasi pengerukan dan reklamasi;

11) mengawasi kegiatan pembangunan fasilitas
pelabuhan;

12) melaksanakan bantuan pencarian dan
penyelamatan;

13) memimpin penanggulangan pencemaran dan
pemadaman kebakaran di pelabuhan; dan

14) mengawasi pelaksanaan perlindungan
lingkungan maritim.
Serta kewenangan syahbandar yaitu:

1) mengkoordinasikan seluruh kegiatan
pemerintahan di pelabuhan;

2) memeriksa dan menyimpan surat,dokumen,dan
warta kapal;

3) menerbitkan persetujuan kegiatan kapal di
pelabuhan;

4) melakukan pemeriksaan kapa

5) menerbitkan Surat Persetujuan B
6) melakukan pemeriksaan kecelaka
7) menahan kapal atas perintah pghgadila
8)

tersebut,pelabuhan
fungsi:[11]
mbangunan, pengembangan,
engawasan dan pengendalian
gunaan sarana dan prasarana
abuban perikanan;

pelaksanaan jasa dan fasilitas usaha perikanan;

pengembangan dan fasilitasi penyuluhan serta
pemberdayaan masyarakat perikanan;

5) pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi di
wilayahnya untuk peningkatan produksi,distribusi
dan pemasaran hasil perikanan;

6) pelaksanaan fasilitasi publikasi hasil
riset,produksi dan pemasaran hasil perikanan di
wilayahnya;

7) pelaksanaan fasilitasi pemantauan wilayah
pesisir dan wisata bahari;

8) pelaksanaan pengawasan penangkapan sumber
daya ikan dan penanganan pengolahan,
pemasaran, serta pengendalian mutu hasil
perikanan dan pengendalian mutu hasil
perikanan;

9) pelaksanaan pengumpulan,pengolahan dan
penyajian data perikanan serta pengolahan
sistem informasi;

10) pelaksanaan urusan keamanan,ketertiban dan

pelaksanaan kebersihan kawasan pelabuhan
perikanan;
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11) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah
tangga.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan
fungsinya,PPS Kendari menyelenggarakan jenis
pelayanan kepada pengguna jasa,antara lain: Tambat
labuh; Inspeksi pembongkaran ikan; Penyediaan cool
box; Pengawasan mutu (uji formalin dan uji
organopletik); Penyediaan informasi pasar (harga dan
jenis ikan); Penerapan log book perikanan; Penerbitan
Surat Persetujuan Berlayar (SPB); Penerbitan Surat
Keterangan Pendaratan lkan (SKPI); Penerbitan
Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI); Penerbitan
Surat Keterangan Asal Ikan (SKAI); Penyediaan
informasi cuaca maritim; Perbantuan perizinan
(SIPL,SIKPI dan SIUP); Penyebaran informasi
daerah penangkapan ikan; Pelayanan K5; Pelayanan
kesehatan; Pelayanan air; Pelayanan listrik;
Pelayanan BBM; Pelayanan sewa lahan industri dan
gedung; Penyuluhan perikanan; dan Perpustakaan.

Terkait  dengan  tugas  pelayanan
kesyahbandaran, PPS Kendari mengeluarkan
beberapa jenis perizinan sebagai syarat persetujuan
berlayar untuk kapal perikanan,antara lain Surat
Ukur,Tanda Kebangsaan Kapal, Sertifikat

Tabel 1. Hasil Identifikasi Faktor Pendorong dan Pengh

Faktor Pendorong

1.  Adanya dukungan yang kuat dari ma
terhadap keberadaan kelembagaan
laut dan pelabuhan perikanan

2. Adanya tugas dan fun
peraturan perundar
melakukan pengelolaa
pelabuhan perikanan

3. Tersedainya per

han laut dan pelabuhan perikanan yang
enang dalam pemberian persetujuan
berlayar sesuai kompetensi dan kualifikasi

8. Adanya kemauan dan konsistensi pihak
legislator ~ dalam menyusun  peraturan
perundang-undangan yang mendukung

efektivitas dan efisiensi pengelolaan pelabuhan
laut dan pelabuhan perikanan

9. Adanya sumber daya ekonomi  baik
perdagangan maupun sumber daya ikan yang
membutuhkan lokasi pendaratan

10. Adanya teknologi komunikasi dan informasi

semakin maju dalam pengelolaan pelabuhan

Kesempurnaan, Buku Pelaut, Sertifikat Kelaikan
Pengawakan, Buku Kesehatan, Sertifikat Radio,S
urat Laik Operasional, Log Book dan Surat Izin
Penangkapan /Pengangkutan Ikan. Pada tahap awal
analisis SWOT dilakukan identifikasi faktor pendorong
dan penghambat dalam implementasi pelaksanaan
program pengembangan kelembagaan pelabuhan
laut dan pelabuhan perikanan Samudera
Kendari.Identifikasi ini diperoleh dengan cara
wawancara secara mendalam dan bahan-bahan
tulisan dari institusi Pelabuhagdkaut Kendari dan
pelabuhan Perikanan Samude
akhirmnya merumuskan sebanyak 20
dari sepuluh faktor pendorong dé

faat malahan mungkin
program atau misi dari

aktor Penghambat

koordinasi antara aparat dalam instansi
angani kelaiklautan kapal

anya duplikasi peraturan perundang-undangan

yang mengataur tentang kelaiklautan antara
pelabuhan perikanan dan pelabuhan laut
Pelaksanaan pengelolaan pelabuhan laut dan

pelabuhan perikanan belum sesuai dengan harapan
masyarakat/stakeholder.

Adanya persepsi yang berbeda antara aparat di
lapangan dalam pengelolaan kelembagaan pelabuhan
perikanan dan pelabuhan laut

Adanya pemanfaatan sumber daya pelabuhan yang
tidak sesuai dengan fungsinya

Pendapatan negara melalui sektor pelabuhan sering
tidak dilakukan secara transparan baik dalam
pelaporan penggunaannya.

Sifat ego sektoral yang mengedepankan kepentingan
institusi masing-masing

Sistem legislasi di Indonesia yang belum baik

Penanganan muatan kapal laut maupun hasil
tangkapan ikan di pelabuhan belum efektif dan
efisien

Sarana dan prasarana lembaga/institusi pelabuhan
laut dan pelabuhan perikanan belum memadai
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dikategorikan sebagai ancaman (threats). Ancaman
adalah suatu kondisi yang dapat menghalangi bahkan
menimbulkan risiko kegagalan dalam mencapai tujuan
yang diinginkan. Dari sepuluh faktor pendorong dan
sepuluh faktor penghambat ditemukan 12 faktor yang
bersifat internal dan eskternal dan kemudian
dirumuskan menjadi enam faktor internal dan enam
faktor eksternal sebagaimana tertera dalam tabel 2.

Untuk menentukan faktor yang menjadi
kebutuhan pencapaian tujuan,dan sasaran perlu
menkondisikan faktor-faktor terhadap setiap faktor
yang teridentifikasi,suatu faktor disebut penting
terhadap pencapaian tujuan apabila memiliki nilai lebih

Tabel 2. Identifikasi Faktor Internal dan Faktor Eksternal

dari faktor yang lain. Sejauhmana pentingnya faktor
yang teridentifikasi secara internal dan eksternal
dapat ditindaklanjuti dengan melakukan komparasi
antar faktor tabel 3.

Komparasi antara faktor ini menunjukkan
seberapa penting atau menjadi kebutuhan untuk
pencapaian tujuan dan sasaran. Faktor yang telah
dilakukan komparasi antara faktor mempunyai nilai
tertinggi 5 (Nilai Faktor, NF = 5), sehingga dikatakan
bahwa faktor tersebut sangat t1ngg1 dalam
mendukung pencapaian tujuan.
menunjukkan bahwa nilai faktor (N

Faktor Internal

S Strenghts

W

1 Adanya tugas dan fungsi yang ditetapkan oleh
peraturan perundang-undangan untuk melakukan
pengelolaan pelabuhan laut dan pelabuhan
perikanan

2 Adanya dukungan kuat dari masyarakat terhadap

keberadaan kelembagaan pelabuhan laut dan
pelabuhan perikanan
3  Tersedainya kompetensi dan kualifikasi SDM

pelabuhan laut dan pelabuhan perikanan yang
sesuai dengan tupoksi
Faktor Eksternal

1

an laut dan perikanan
yarakat/stakehol der.

O Opportunities

1 Adanya kemauan dan konsistensi pihak legislator
dalam menyusun peraturan perundang- undangan
yang mendukung efektivitas dan
pengelolaan pelabuhan laut
perikanan.

2 Adanya kesediaan pemerint
mendukung kelembagaan pelabu

3 Adanya sumber daya ekonomi
mauoun sumber  daya
membutuhkan sarana pelabuh

yang mengedepankan kepentingan
instansi dalam pengelolaan pelabuhan

dan prasarana lembaga/institusi pelabuhan laut
dan pelabuhan perikanan yang belkum memaadai
endapatan negara melalui sektor pelabuhan belum
dikelola secara transparan dan akuntanbel.

BF
aturan perundan g-undangan untuk 0.21
han perikanan
S2 uat dari masyaraka adap keberadaan kelembagaan pelabuhan 0.15
penkanan
p jkasi SDM pelabuhan laut dan pelabuhan 0.07
2! ang-undangan yang mengatur tentang kelaiklautan 0.29
w2 dinasi antara aparat dalam instansi yang menangani kelaiklautan 0.21
W3 pelabuhan laut dan perikanan belum sesuai dengan harapan 0.07
masyarakat/stak @
Jumlah 1.00
No Faktor Eksternal BF
ol Adanya kemauan dan konsistensi pihak legislator dalam menyusun peraturan 0.30
perundang-undangan yang mendukung efektivitas dan efisiensi pengelolaan
pelabuhan laut dan pelabuhan perik anan.
02 Adanya kesediaan pemerintah daerah dalam mendukun g kelembagaan pelabuhan 0.20
03 Adanya sumber daya ekonomi baik perdagangan mauoun sumber daya perikanan 0.20
yang membutuhkan sarana pelabuhan
T1 Adanya egosektoral yang mengedepankan kepentingan masing-masing instansi dalam 0.10
pengelolaan pelabuhan
T2 Sarana dan prasarana lembaga/institusi pelabuhan laut dan pelabuhan perikanan yang 0.10
belkum memaadai
T3 Pendapatan negara melalui sektor pelabuhan belum dikelola secara transparan dan 0.10
akuntanbel.
Jumlah 1.00
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F
ZNFx 100% = BFSt

Bobot faktor (BF) merupakan hasil sebagai suatu
kondisi yang menjadi kebutuhan, sedangkan nilai
faktor (NF) dihitung seberapa banyak pentingnya
suatu faktor terhadap faktor lainnya. Dalam Tabel
5.3. diatas terlihat bahwa faktor S1 yaitu adanya
tugas dan fungsi yang telah ditetapkan melalui
peraturan perundang-undangan lebih penting
terhadap tiga faktor lainnya dari enam faktor
internal.

Tahapan berikutnya adalah menentukan nilai
bobot keterkaitan (NBK) yang diperoleh dari NBK
= NRK x BF, yaitu nilai relatif keterkaitan (NRK)
dikalikan dengan bobot faktor (BF). Dalam dimensi
keterkaitan antara faktor internal dan eksternal suatu
organisasi maka akan tercipta sinergi dalam
mendukung misi organisasi. Oleh karena itu setiap
pimpinan dan anggota organisasi perlu menentukan
NRK tiap faktor dengan memakai skala 1 sampai 5.

Dalam analisis ini terdapat enam faktor internal
dan enam faktor eksternal yang harus dinilai
keterkaitannya, sehingga terdapat dua belas faktor
yang dinilai keterkaitannya. Tiap faktor diberi kode
S untuk strenghts (S1, S2, S3), kode W unt
weaknesses (W1,W2,W3), kode O u
opportunities (01, 02, O3), dan kode
threats (T1, T2, T3). Pertanyaan ya

(misalnya) dengan faktor S2
pelabuhan. Kalau tidak ada m.
(NK) adalah 0, sedangkan
berkisar antara 1 sampai
pertanyaan seperti difa
faktor S1 dengan S2,(8

XK adalah nilai rata-rata keterkaitan,
TNRK adalah total nilai keterkaitan faktor, misalnya
untuk nilai S1 = 45, dan SN adalah jumlah faktor
eksternal dan internal yang dinilai yaitu 12 - 1 =11,
maka diperoleh nilai NRK untuk S1=4.09 (Lampiran
1).

Selanjutnya perlu ditentukan nilai bobot
keterkaitan (NBK) tiap faktor yang dihitung
dengan rumus NBK = NRK x BF. Dalam
perhitungan untuk S1 (Lampiran 1) diperoleh nilai

bahwa BF = 0.21, dan nilai NRK = 4.09, maka
nilai NBK =4.09 x 0.21 = 0.86. Nilai NBK faktor
lain dihitung dengan rumus yang sama dan hasilnya
dicatat pada kolom NBK dalam Lampiran 1
sebagai tabel nilai relatif keterkaitan faktor
internal dan eksternal.

Selain itu, angka-angka dalam Lampiran 1 juga
digunakan untuk menentukan total nilai bobot
(TNB) yang diperoleh dengan rumus TNB = NBD
+ NBD. Sebagai contoh untuk faktor S1, nilai
NBD = 0.65 dan nilai NBK #h0.86, maka nilai
TNB=0.65+0.86=1.51.P agan TNB tiap

cara yang sama. Dari perhit
tersebut di atas dilakukan eval
internal dan eksternal seba
dalam tabel 4.

Tabel 4. menunj

atan kelembagaan pelabuhan laut
rikanan serta strategi yang harus
pengelolaan kelembagaan. Dari
el 5-4 diketahui bahwa nilai TNB untuk S =3.32,
NB untuk W = 5.19, nilai TNB untuk O =
dan nilai TNB untuk T = 3.61. Nilai yang
esar adalah weaknesses dan menyusul oppor-
tunities, threats dan strengths ditempat yang
terakhir. Hal ini memberikan gambaran bahwa
kelembagaan pengawasan SDI masih memiliki
kelemahan, tetapi mempunyai peluang untuk dapat
dikembangkan. Total skor pengurangan faktor weak-
nesses dengan faktor strenghts adalah (W) 5.19 —
(S) 3.32 =1.87, sedangkan untuk opportunities dan
threats = (0)4.91 — (T) 3.61 = 1.30. Dari nilai ini
dapat diketahui bahwa posisi kelembagaan berada
pada kuadran I1I (1.87 ; 1.30), sebagaimana disajikan
dalam gambar 1.

Selain dilakukan analisis SWOT terhadap
kelembagaan pelabuhan, juga akan dilakukan analisis
perbandingan hukum antara dua undang-undang yang
menjadi dasar hukum bagi kedua lembaga
melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang. Terkait
dengan kajian ini, setelah dilaksanakan wawancara,
maka didapatkan hasil bahwa masih ada pendapat
yang menyatakan bahwa masih adanya aturan yang
tumpang tindih dan ego yang kuat dari masing-
masing instansi sehingga aturan yang dijalankan
menjadi tidak jelas dan masih adanya perbedaan
persepsi bagi aparat penegak hukum di laut terhadap
persyaratan kelaiklautan bagi kapal perikanan,
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sehingga menimbulkan beberapa kapal nelayan yang
terhambat beraktifitas karena dilakukannya

[abel 4. Evaluasi Faktor Internal dan Eksternal

Gambar 1. Posisi Kelembagaan Pelabuhan Laut dan Perikanan pada Berbagai Kondisi

No Faktor Internal Dan Eksternal BF ND NBD NRK NBK TNB
Faktor Internal
S1 Adanya tugas dan fungsi yang ditetapkan oleh peraturan 0.13 5 0.65 3.55 086 1.51
perundang-undangan untuk melakukan pengelolaan pelabuhan
laut dan pelabuhan perikanan
S2 Adanya dukungan kuat dari masyarakat terhadap keberadaan 0.13 3 039 327 061 1.00
kelembagaan pelabuhan laut dan pelabuhan perikanan
S3  Tersedainya kompetensi dan kualifikasi SDM pelabuhan laut 0.13 4 052
dan pelabuhan perikanan yang sesuai dengan tupoksi
W1 Adanya duplikasi peraturan perundang-undangan yang 0.33 5 1.65
mengatur tentang kelaiklautan antara pelabuhan perikanan dan
pelabuhan laut
W2 Lemahnya koordinasi antara aparat dalam instansi yang
menangani kelaiklautan kapal
W3  Pelaksanaan pengelolaan pelabuhan laut dan perikanan belum
sesuai dengan harapan masyarakat/stakeholder.
Faktor Eksternal
O1 Adanya kemauan dan konsistensi pihak legislator dalam
menyusun peraturan perundang-undangan yang mendukung
efektivitas dan efisiensi pengelolaan pelabuhan laut d
pelabuhan perikanan.
02 Adanya kesediaan pemerintah daerah dalam menduku: 052 355 080 1.32
kelembagaan pelabuhan
O3 Adanya sumber daya eckonomi baik perdag 0.65 345 093 1.58
sumber daya perikanan yang membutuhkan sara
T1 Adanya egosektoral yang mengedepanka 133 039 3.18 032 0.71
masing instansi dalam pengelolaan pelab
T2 Sarana dan prasarana | 034 5 1.70 400 048 2.18
pelabuhan perikanan yang
T3 Pendapatan negara melalui dikelola 0.14 3 042 391 030 0.72
secara transparan dan akuntanb
BERBAGAI
PELUANG
(1.87;1.30)
KUADRAN III KUADRAN I
MENDUKUNG STRATEGI MENDUKUNG STRATEGI
TURN AROUND AGRESIF
KELEMAHAN KEKUATAN
INTERNAL INTERNAL
KUADRAN IV KUADRAN IT
MENDUKUNG STRATEGI MENDUKUNG STRATEGI
DEFENSTF DIVER SIFIKASI
BERBAGAI
ANCAMAN
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pemeriksaan yang seharusnya tidak diperlukan.
Untuk permasalahan ini, maka akan dilakukan analisis
terhadap dua undang-undang, yaitu Undang-undang
Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan
Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang
Perikanan, yang disampaikan dalam tabel 5 dibawah
ini.

Kewajiban kapal untuk memiliki Surat
Persetujuan Berlayar, sama-sama diatur dalam
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 dan Undang-
undang Nomor 45 Tahun 2009. Terkait hal tersebut
maka dalam hal menghindari tumpang tindih
kewenangan dan menghilangkan ego sektoral yang
dimiliki masing-masing lembaga, perlu diperhatikan
beberapa hal sebagai berikut:

1. Harus dibedakan antara kapal perikanan dengan
kapal niaga sebagai moda transportasi, dimana
kapal perikanan sebagai kapal penangkap dan/
atau pengangkut ikan sebagai alat penunjang
kegiatan untuk melakukan kegiatan perikanan
dan aktivitasnya dari pelabuhan perikanan ke
lokasi penangkapan ikan (fishing ground).

Sedangkan kapal niaga melakukan kegiatan dari
pelabuhan ke pelabuhan (port to port).

2. Kelaiklautan dalam Undang-undang Nomor 17

Tahun 2008 bagi kapal perikanan untuk
mendapatkan Surat Persetujuan Berlayar kurang
tepat diberlakukan bagi kapal perikanan,
khususnya yang terkait dengan sijil kapal.
Karena buku sijil awak kapal tahapannya adalah
sebagaimana diatur pada Pasal 224 ayat (2)
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008, yang
berbunyi “Sijil awak kapalidilakukan dengan

Permasalahan Undang-undang Nomor 17 @
A
Syarat Pasal 219:
kelaik lautan (1) Setiap kapal ya

memiliki Surat
yang d
(2) Surat

dilanggar.
Pasal 224 ayat (2):

yang dilakukan oleh

atan kapal; (b)
encemaran dari kapal;

cegahan pencemaran dari kapal;
dan (h) manajemen keamanan kapal;

Sijil awa kapal
dilakukan dengan tahapan: huruf (a)
penandatanganan perjanjian kerja laut
pelaut
perusahaan angkutan yang diketahui oleh
syahbandar; dan huruf (b) berdasarkan
penandatanganan perjanjian laut, nahkoda

g-undang Nomor 45 Tahun 2009
tentang Perikanan' ”

asal 43:

Setiap kapal yang melakukan kegiatan
perikanan wajib memiliki surat laik operasi
kapal perikanan dari pengawas perikanan
tanpa dikenai biaya.

Pasal 44: Surat Persetujuan Berlayar
atau dikeluarkam apabila mendapatkan Surat
yang Laik Operasi (SLO) setelah memenuhi:
persyaratan administrasi, meliputi (a)
pemeriksaan dokumen kapal perikanan
meliputi SIPI asli; (b) tanda perluasan
pungutan hasil perikanan asli; (¢) stiker
barcode untuk kapal perikanan diatas 30
GT; (d) Surat keterangan Aktivasi
Transmitter (SKAT) untuk kapal perikanan
diatas 60 GT; dan (e) SLO asli untuk kapal
perikanan yang telah melakukan kegiatan
perikanan, dan persyaratan teknis meliputi:
(a) kesesuaiam fisik kapal dengan SIPI,
bahan kapal, merek, nomor mesin utama,
tanda selar dan nama panggilan/call sign;
dan (b) kesesuaian jenis, ukuran alat
penangkapan ikan dengan SIPI; dan (c¢)
keberadaan dan keaktifan alat pemantauan
kapal perikanan.

memasukkan nama dan jabatan awak
kapal sesuai dengan kompetensinya ke
dalam buku sijil yang disahkan oleh

syahbandar.
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3. Nelayan menurut Undang-undang Nomor 45
Tahun 2009 tentang Perikanan bahwa definisi
nelayan adalah orang yang mata pencahariannya
melakukan penangkapan ikan di laut, sedangkan
pelaut adalah orang yang pekerjaannya berlayar
dilaut.

Dengan mengetahui posisi kelembagaan

Pelabuhan Laut Kendari dan Pelabuhan Samudera

Perikanan Kendari berada pada kuadran yang

tepat maka lembaga akan dapat mengambil

keputusan yang lebih tepat, yaitu:

1. Jika posisi kelembagaan pelabuhan laut dan
pelabuhan perikanan pada kuadran I
mengartikan, bahwa situasi ini sangat
menguntungkan yaitu kelembagaan pelabuhan
laut dan pelabuhan perikanan, memiliki peluang
dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan
peluang yang ada. Strategi yang harus
diterapkan dalam posisi ini adalah mendukung
kebijakan perkembangan kelembagaan
pelabuhan laut dan pelabuhan perikanan yang
agresif.

2. Kelembagaan pelabuhan laut dan pelabuhan
perikanan berada pada kuadran II berarti
menghadapi ancaman, tetapi kelembagaan
pelabuhan laut dan pelabuhan perikanan masih
memiliki kekuatan internal. Strategi yang
dilakukan adalah menggunakan kekuatan untul
memanfaatkan peluang jangka panjang
cara strategi diversifikasi.

3. Jika kelembagaan pelabuhan
perikanan di Kendari bera
kuadran III menunjukka

mempunyai peluang ya gaby

pelabuhan ikanan pada kuadran IV
menunjukkaw’bahwa kelembagaan pengawasan
menghadapi situasi yang sangat tidak
menguntungkan, disebabkan selain posisi
kelembagaan yang menghadapi berbagai
ancaman juga menghadapi kelemahan internal.

Dalam tahap pengambilan keputusan, matriks
SWOT dirujuk kembali dan mengkaji posisi
kelembagaan pelabuhan laut dan pelabuhan
perikanan saat ini. Jika melihat kuadran dari
kelembagaan pelabuhan laut dan pelabuhan

perikanan tersebut di atas dapat dilakukan kombinasi
strategi yang tepat. Posisi strategis yang harus
dilakukan oleh kelembagaan adalah strategi WO
yaitu: (1) melakukan penataan kelembagaan
pelabuhan laut dan pelabuhan perikanan yang terkait
dengan adanya duplikasi peraturan perundang-
undangan; dan (2) adanya kemauan dan konsistensi
pihak legislator dalam menyusun peraturan
perundang-undangan yang mendukung efektivitas dan
efisiensi pengelolaan pelabuhan laut dan pelabuhan
perikanan. Data hasil perkembangafite
gambar 2.

Penataan kelembagaan pelabuha;
pelabuhan perikanan melalui peng
perundang-undangan agar tidak t
adalah: (1) tahapan penyusurt

perikanan mulai dari
kepentingan sampai a

an adalah tugas dan

seharusnya diberikan kepada
terkait dengan tugas pokok dan

1 pengelolaan pelabuhan laut dan pelabuhan
perikanan, harus diciptakan kemauan politik untuk
esegera mungkin melakukan hal tersebut.

Sejalan dengan pembahasan SWOT diatas,
terkait dengan analisis sandingan Undang-undang
Nomor 17 Tahun 2008 dan Undang-undang Nomor
45 Tahun 2009 tentang aspek administrasi dalam
kelaiklautan, maka dapat dirumuskan hal sebagai
berikut:

1. Perlu adanya harmonisasi pada Pasal 219
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 dan
Pasal 42 Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009
agar nelayan yang melakukan pengurusan
administrasi kelaiklautan tidak diberatkan oleh
persyaratan yang saling tumpang tindih.

2. Perlu adanya perhatian terhadap pemberlakukan
sijil awak kapal nelayan agar tidak diberlakukan
kembali, karena sijil awak kapal hanya berlaku
antara perusahaan angkutan dengan pelaut.

3. Perlu adanya integrasi program penerbitan Surat
Persetujuan Berlayar yang masih dikeluarkan
oleh kedua lembaga ini. Hal ini penting untuk
meminimalisir kewajiban kelaiklautan bagi
nelayan.
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STRENGTH (S) WEAKNESS (W)
- Adanya tugas dan fungsi - Adanya duplikasi peraturan
yang ditetapkan oleh perundang-undangan yang mengatur
INTERNAL peraturan perundang- tentang kelaiklautan antara
undangan untuk melakukan pelabuhan perikanan dan pelabuhan
pengelolaan pelabuhan laut laut
dan pelabuhan perikanan - Lemahnya koordinasi antara aparat
- Adanya dukungan kuat dari dalam instansi yang menangani
masyarakat terhadap kelaiklautan kapal
keberadaan kelembagaan - Pelaksanaan pengelolaan pelabuhan
pelabuhan laut dan pelabuhan laut dan perikanan belum sesuai
perikanan dengan harapan
- Tersedainya kompetensi dan masyarakat/stakehqg
EKSTERNAL kualifikasi SDM pelabuhan
laut dan pelabuhan perikanan
yang sesuai dengan tupoksi
OPPORTUNITIES (O) STRATEGI $-0 STRATEGI W-O
- Adanya kemauan dan Dayagunkan tugas dan fungsi Melakukan penataa
konsistensi pihak legislator pengembangan kelembagaan dengan cara mengh
dalam menyusun peraturan pelabuhan laut dan pelabuhan duplikasi
perundang-undangan yang perikanan agar dapat undangan tg
mendukung efektivitas dan mendukung efektivitas dan laut dan
efisiensi pengelolaan efisiensi pengelolaan  tumpang melakukan
pelabuhan laut dan pelabuhan kelembagaan pelabuhan. en pelabuhan
perikanan
- Adanya kesediaan pemerintah
daerah  dalam  mendukung

kelembagaan pelabuhan

- Adanya sumber daya ekonomi
baik perdagangan mauoun
sumber daya perikanan yang
membutuhkan sarana
pelabuhan

THREATS (T)

- Adanya  egosektoral yang
mengedepankan  kepentingan
masing-masing instansi dalam
pengelolaan pelabuhan

- Sarana dan pras
lembaga/institusi pelab
laut dan pelabuhan perik
yang belum memadai

- Pendapatan negara
sektor pelabuhg
dikelola secara tr
akuntanbel.

STRATEGI W-T

Hilangkan duplikasi peraturan
perundang- undangan yang
menumbuhkan  egosektoral agar
pengembangan kelembagaan
pelabuhan  laut dan  pelabuhan
perikanan dapat dilakukan secara
optimal.

n hasil analisis yang dilakukan dalam
penelitian t alisis kelembagaan pelabuhan
laut dan pelab perikanan di Kota Kendari, dapat
dirumuskan bghwa peningkatan kinerja pengelolaan
pelabuhan laut dan pelabuhan perikanan di Kendari
semakin meningkat, namun demikian di salah satu
sisi terjadi peningkatan tuntutan akan pertambahan
sarana dan prasarana sebagi akibat meningkatnya
permintaan pelayanan baik kualitas maupun kuntitas
oleh pengguna pelabuhan laut dan pelabuhan
perikanan.

Penataan kelembagaan pelabuhan laut dan
pelabuhan perikanan di Kota Kendari perlu dilakukan

uatan Kelembagaan Pelabuhan Laut dan Pelabuhan Perikanan

dengan cara inventarisasi dan harmonisasi pasal demi
pasal dari peraturan perundang-undangan yang
menyangkut pelaksanaan pengelolaan pelabuhan laut
dan pelabuhan perikanan, antara lain: Undang-
Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran,
dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun
2004 tentang Perikanan.

Tahapan inventariasasi permasalahan untuk
penyempurnaan peraturan perundang-undangan
pelabuhan laut dan pelabuhan perikanan dalam
penataan pengelolaan kelembagaan dimulai dari
menampung aspirasi masyarakat/pemangku
kepentingan sampai antar sektor yang berkaitan
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dengan kelembagaan pelabuhan laut dan pelabuhan
perikanan agar harmonisasi semua unsur sehingga
substansi berada dalam suatu payung hukum, dengan
menjadi patokan adalah tugas dan fungsi institusi/
kementerian.

Kemauan dan konsistensi pihak legislator dalam
menyusun peraturan perundang-undangan yang
mendukung efektivitas dan efisiensi pengelolaan
pelabuhan laut dan pelabuhan perikanan, harus
diciptakan kemauan politik untuk sesegera mungkin
melakukan hal tersebut.

UCAPAN TERIMA KASIH

Mengucapkan Terima Kasih kepada Kapus
transportasi Laut Sungai dan danau dan
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